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BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

. a.

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2017.

Pasal 18 Ayat 6 Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
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17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, TambahanlLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4025);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4573);
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Menetapkan:

1:

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 7k
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Perpres No.54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas :
Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 12.114.433.690,11
b. Pendapatan Transfer Rp. 891.350.077.918,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 82.747.681.411,00

Jumlah pendapatan Rp. 986.212.193.019,11



2. Belanja
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

Jumlah belanja

3. Transfer

a. Transfer Bantuan Keuangan

Jumlah transfer

4. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan
b. Pengeluaran pembiayaan
Jumlah pembiayaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pasal 2

Rp.  754.280.007.242,60
Rp.  294.981.767.046,00
RD. 230.541.000,00
Rp. 1.049.492.315.288,60
Rp.  156.677.074.475,00
Rp. 156.677.074.475,00
Rp. 289.209.309.607,80
RD. 5.000.000.000,00
Rp. 284.209.309.607,80
Rp. 64.252.112.863,31

Ringkasan dan Penjabaran pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
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1. Drs. Y. Juan Jenau Wakil Bupati
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3. Drs. Thomas Higang Asisten 111 / k
4. | Gerry Gregorius, SE, M.Si, AK | Kepala BPKAD Lﬁ
S.

Yosep Sangiang, SH.

Plt. Kabag Hukum

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 01 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

/
YOHANZ AVUN
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Pada tanggal,

BUPATI
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joh Bilang
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'ASIUS BELAWAN GEH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 23.



